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Praktik jual beli singkong yang dilakukan Desa Tembong Raja Kabupaten 
Brebes dilakukan dengan adanya sistem pengenaan rafaksi dalam transaksi 
tersebut. Hal ini dilakukan karena singkong tersebut dalam keadaan yang kurang 
baik. Pembeli dalam hal ini melihat singkong yang akan dibeli, ketika pembeli 
tersebut cocok maka pembeli dan penjual melakukan tawar menawar sampai 
terjadinya kesepakatan harga, setelah terjadinya kesepakatan harga maka pembeli 
melakukan pembayaran, baik itu ada pembeli yang membayarkan uang tersebut 
diawal setelah terjadinya kesepakatan harga, adapula yang hanya membayar uang 
muka saja, dan adapula yang melakukan pembayaran ketika singkong tersebut 
sudah ada.  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Filed Research) dengan 
studi kausus yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi 
penelitian, suatu tempat yang dipilah sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala 
obyektif yang terjadi dilokasi tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi 
dan wawancara kepada penjual dan pembeli singkong di Desa Tembong Raja 
Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. 
Praktik jual beli singkong ini diperbolehkan karena menguntungkan kedua 
belah pihak, akan tetapi rafaksi tidak diperbolehkan karena pembeli medapatkaan 
keuntungan sedangkan penjual tidak. 
Praktik jual beli singkong ini diperbolehkan karena menguntungkan kedua 
belah pihak, akan tetapi rafaksi tidak diperbolehkan karena pembeli medapatkaan 
keuntungan sedangkan penjual tidak. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah 
praktik pengenaan rafaksi dalam jual beli singkong sudah memenuhi rukun dan 
syarat dalam Islam. Akan tetapi jika dalam transaksi ini menggunakan pengenaan 
rafaksi maka hal ini bertentangan dengan syara’ yang kemudian menyebabkan 
jual beli tersebut menjadi tidak diperbolehkan. Dalam jual beli singkong ini tidak 
semuanya pembeli melakukan pengenaan rafaksi, akan tetapi adapula pembeli 
yang tidak menggunakan rafaksi dalam jual beli ini. Sehingga hal ini dilarang 
dalam hukum Islam karena merugikan salah satu pihak dari kedua belah pihak 
yang melakukan transaksi tersebut. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia hidup bermasyarakat dengan pola prilaku yang beraneka ragam, 
agar terciptanya keseimbangan ditengah-tengah masyarakat dibuatlah 
seperangkat hukum yang mengaturnya, salah satunya yaitu hukum Islam. 
Syariat Islam sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh 
kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel dan universal dan 
tentunya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan 
melindungi kepentingan manusia disetiap saat dan dimanapun. 
Sebagai makhluk sosial, Islam telah mengajarkan kepada manusia untuk 
saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan. Islam juga mengajarkan 
kepada manusia untuk saling berinteraksi, karena dengan berinteraksi tersebut 
akan terjadi hubungan dalam masyarakat. Hubungan yang menimbulkan hak 
dan kewajiban dalam setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat yang 
biasa disebut dengan hukum Muāmalah. Masalah Muāmalah merupakan 
aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan 
urusan duniawi dalam pergaulan sosial.
1
 
Muāmalah adalah aspek hukum Islam yang ruang lingkupnya luas. Pada 
dasarnya aspek hukum Islam yang bukan termasuk kategori ibadah, seperti 
shalat, puasa, dan haji dapat disebut dengan Muāmalah. Karena itu masalah 
perdata dan pidana pada umumnya digolongkan pada bidang Muāmalah. 
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Namun dalam perkembangan selanjutnya, hukum Islam dibidang Muāmalah 
dapat dibagi dalam dua garis besar yaitu munakahat (perkawinan), jinayat 
(pidana) dan Muāmalah dalam arti khusus yang hanya berkaitan dengan bidang 
ekonomi dan bisnis dalam islam.
2
 
Setiap manusia memerlukan harta, karena harta termasuk salah satu 
keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan didunia ini, sehingga 
oleh ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan kedalam salah satu al-
dharuriyyat al-khamsah (lima keperluan pokok), yang terdiri atas agama, jiwa, 
akal, keturunan dan harta. Selain merupakan perhiasan kehidupan dunia, 
sebagai cobaan (fitnah), sarana untuk memenuhi kesenangan, dan sarana untuk 
menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.
3
  
Dengan demikian, sekali lagi, usaha perdagangan akan mempunyai nilai 
ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan 
diletakkan ke dalam kerangka ketaatan kepada Sang Pencipta.
4
 Oleh karena itu, 
Islam membolehkan mengembangkan harta dengan cara berbisnis, yang salah 
satunya melalui perdagangan. Sebagai firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an 
surat an-Nisa 29. 
                             
                             
 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 
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 Qamarul Huda, Fiqh Mu’amalah, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 1. 
3
 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Mu’amalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2010), hlm. 20. 
4 Jusmaliani Dkk, Bisnis Berbasis Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm, 23. 
 
 
dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.
5 
 
Berdasarkan keterangan ayat diatas memberikan pelajaran tentang di 
syariatkannya jual beli pada hambanya. Pada dasarnya jual beli itu sah apabila 
dilakukan atas dasar suka sama suka, rela sama rela diantara kedua belah pihak. 
Prinsip jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang dengan barang, atau 
uang dengan barang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu dengan yang 
lain atas dasar saling merelakan.  
Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga 
jual beli dapat dikatakan sah oleh syara‟, salah satunya syarat sah jual beli 
yaitu barang yang diperjual belikan diketahui jenis dan kualitasnya, tidak 
mengandung unsur gharar (tipuan) atau paksaan.
6
 Yang dimaksud sesuai 
dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-
rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila 
syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan 
kehendak syara’. 
Dalam jual beli terdapat ketetapan akad, hukum yang dimaksud dalam 
pembahasan ini adalah menetapkan barang sebagai milik pembeli dan 
menetapkan harga atau uang sebagai milik penjual.
7
 
Dalam jual beli juga terdapat 5 (lima) unsur, yaitu: 
1. Penjual, pemilik harta yang menjual hartanya atau orang yang diberi kuasa 
untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap, melakukan penjualan. 
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 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, 
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6
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hlm. 148. 
7
 Rahmat Syafe‟i , Fiqh Muamalah (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm. 85 
 
 
2. Pembeli, orang yang cakap dapat membelanjakan hartanya. 
3. Barang jualan, sesuatu yang dibolehkan oleh syara’ untuk dijual dan 
diketahui sifatnya oleh pemiliknya. 
4. Transaksi jual beli, transaksi yang dimaksud, dapat berbentuk tertulis,  
ucapan atau kode yang menunjukan terjadinya jual beli. 
5. Persetujuan kedua belah pihak, penjual dan pembeli setuju untuk melakukan 
transaksi jual beli tersebut.  
Dengan diadakan atau tujuan diadakannya syarat-syarat tersebut adalah 
untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan 
orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur 
penipuan) dan lain-lain. Salah satu kegiatan jual beli di masyarakat adalah jual 
beli singkong yang berada di Desa Tembong Raja. Jual beli singkong ini sudah 
lama adanya, penjual biasanya menjualkan singkongnya kepada pembeli, baik 
itu yang membelinya kiloan ataupun kwintalan. Baik itu menjualnya kepada 
orang yang satu desa ataupun kepada orang yang dari luar desa atau dari luar 
kota, kebanyakan yang membeli kwintalan itu dari luar desa.  
Desa Tembong Raja merupakan Desa penghasil singkong yang terbaik di 
Kecamatan Salem ini. Desa Tembong Raja memiliki luas panen dan produksi 
singkong terbesar. Selama tujuh tahun terakhir dari tahun 2008 sampai 2013, 
harga singkong di Desa Tembong Raja meningkat dari harga Rp 2000/kg 
menjadi Rp 3000/kg. Namun ironisnya dalam empat tahun produksi singkong 
di Desa Tembong Raja justru menurun. Hal ini menunjukan bahwa harga 
singkong di Desa Tembong Raja belum mampu menjadi instensif bagi petani 
 
 




Di Desa Tembong Raja, ada sebuah kebiasaan yaitu melakukan transaksi 
jual beli singkong dengan menggunakan sistem pengenaan rafaksi atau 
pengenaan bruto singkong yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli. Dalam 
melakukan transaksi jual beli para penjual menyetorkan singkongnya di tempat 
penggilingan singkong atau dalam bahasa daerah setempat biasa disebut 
dengan gudang yang dimiliki oleh pembeli, adapula pembeli yang langsung 
datang ketempat atau kekebun penjual.
9
 
Namun sepertinya ada masalah secara hukum Islam dalam jual beli 
singkong yang terjadi pada masyarakat di Desa Tembong Raja, pasalnya 
pembeli memotong rafaksi atau bruto singkong secara sepihak tanpa ada 
penaksiran terhadap rafaksi secara jelas dan terbuka kepada penjual serta 
penjelasan kepada petani tentang pemotongan harga tersebut. Harga yang 
diterima petani masih tergolong rendah bila mempertimbangkan adanya rafaksi 
yang nilainya cukup besar pada hasil panen yang dijual petani sehingga sistem 
pemasaran singkong tidak efisien. 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, rafaksi berarti pemotongan 
(pengurangan) terhadap harga barang yang diserahkan karena mutunya lebih 
rendah, namun pada singkong merupakan pemotongan terhadap berat barang.
10
 
Sehingga pada singkong rafaksi merupakan sistem pemotongan berat atau 
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Oktober 2017 Pada Pukul 13.45 WIB 
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 Rafaksi adalah pemotongan atau pengurangan terhadap harga barang yang diserahkan 
karena mutunya lebih rendah daripada contoh atau mengalami kerusakan dalam pengirimannya. 
 
 
penalti kuantitas untuk melihat kualitas singkong dari petani. Ketika rafaksi itu 
terjadi pada singkong itu bukan hanya karena kualitas singkong nya saja yang 
kurang baik menurut pembeli, akan tetapi berat juga menjadi faktor terjadinya 
rafaksi, berat disini yaitu yang berasal dari tanah yang menempel dikulit 
singkong, sehingga itu menjadi alasan pembeli untuk mengurangi harga yang 
telah terjadi kesepakatan tersebut. Sehingga dalam keadaan seperti ini petani 
tidak bisa menduga darimana bisanya ada sistem rafaksi tersebut, apakah dari 
kualitas singkongnya yang kurang baik atau dari berat yang ditimbulkan 
singkong terebut. Rafaksi menjadi penyebab kerugian yang berkurangnya berat 
timbangan hasil panen singkong petani yang dijual. 
Rafaksi sangat subyektif dan petani tidak dapat menduga nilai karena 
penentuan, rafaksi sebaiknya menjadi kesepakatan kedua belah pihak yang 
mengerti atau memiliki pengalaman atau pengetahuannya yang sama tentang 
cara penentuannya. Jika rafaksi tidak dilakukan secara transparan, 
dikhawatirkan petani singkong akan terus menerus merasa dirugikan seperti 
pada penentuan rendemen petani tebu oleh pabrik yang juga dianggap 
merugikan petani.  
Akan tetapi dalam kenyataannya bahwa rafaksi tidak dilakukan secara 
transparan, sehingga hal ini merugikan setiap petani atau penjual. Begitupula 
yang terjadi di Desa Tembong Raja, rafaksi tidak dilakukan secara transparan 
atau terbuka sehingga hal ini merugikan banyak orang, bagi pembeli itu tidak 
rugi karena mereka hanya membeli sedangkan bagi penjual atau petani itu 
merasakan rugi karena meskipun mereka sebagai penjual akan tetapi mereka 
 
 




Hal ini tidak berlaku dengan jual beli yang terjadi di Desa Tembong 
Raja, jual beli yang menggunakan sistem rafaksi di desa tersebut tidak melalui 
kesepakatan kedua belah pihak, jadi  ketika pembeli ingin melakukan sistem 
rafaksi maka itu hasil akhir dari jual beli, dan tidak ada tawar menawar lagi. 
Dalam kenyataannya bahwa ketika pembeli melakukan sistem rafaksi ini, maka 
penjual akan merasakan rugi. 
Rata-rata usia petani singkong disini berusia 15-53 tahun yang 
menunjukan bahwa petani berada pada usia yang produktif. Sebagian petani 
memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar yang menunjukan bahwa tingkat 
pendidikan petani singkong itu masih sangat rendah.
12
 Tingkat pendidikan ini 
akan berpengaruh pada penguasaan informasi yang akan mereka peroleh. 
Selain tingkat pendidikan, pengalaman pun menjadi peran penting bagi petani 
singkong, karena apabila petani tidak memiliki pengalaman yang mendalam 
tentang pemasaran singkong dan penanaman nya makan mereka akan terus 
menerus ditipu oleh pembeli singkong. 
Sebagian orang yang berada di Desa Tembong Raja itu merupakan 
petani. Akan tetapi petani lebih banyak memproduksi singkong dari pada yang 
lainnya. Namun dalam masalah jual beli singkong yang terjadi pada 
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November 2017 Pada Pukul 09.30 WIB 
12
 Hasil Wawancara Dengan Bapak Sunaryo Warga Desa Tembong Raja Pada Tanggal 15 
November 2017 Pada Pukul 09.30 WIB 
 
 
masyarakat di Desa Tembong Raja, pembeli tidak melakukan pembayaran 
sesuai  dengan kesepakatan awal dengan penjual.  
Mereka terpaksa menyetujui harga yang diinginkan oleh pembeli, 
karena singkong terlanjur dipetik oleh petani. Konsekuensi dari petani jika 
singkong tersebut tidak dijual dengan harga yang diinginkan oleh pembeli, 
maka singkong itu akan terbengkalai, jika sudah seperti itu maka nilai harganya 




Kasus yang sudah sering terjadi jika pembeli kurang puas dengan 
barang yang diberikan oleh penjual kepada pembeli jadi, pembeli melakukan 
pemotongan harga secara sepihak dibawah harga yang telah disepakati. Dalam 
hal ini penjual atau  petani pemilik singkong yang terpaksa menerima potongan 
harga tersebut karena petani sudah memanen singkong tersebut dan singkong 
sudah diambil.  
Dengan demikian penjual tidak mungkin mengalihkan penjualan 
singkong tersebut kepada pembeli lain, karena pembeli yang lain tidak akan 
mau membeli singkong yang sudah dipanen dan apalagi jika kualitas singkong 
tersebut tidak dalam keadaan yang bagus. Oleh karena itu penjual terpaksa 
memberikan singkong tersebut dengan harga yang lebih murah dari 
kesepakatan awal antara pembeli dan penjual, dari pada singkong itu tidak 
terjual atau tidak laku dan bahkan singkong itu terbengkalai, maka singkong 
tersebut diberikan dengan harga cuma-cuma kepada pembeli. 
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Seharusnya jual beli ini harus didasarkan pada kerelaan kedua belah 
pihak baik dalam hal obyek maupun cara pembayarannya. Hal ini sesuai 
dengan Hadits Rasulullah SAW: 
ْعُت أَبَا َسِعْيٍد اْْلُْدرِى يَ ُقْو ُل  َصّلى الل قَاَل َرُسْوُل االلِ َعْن َداُوَدْبِن َصا ِلٍح اْْلَمِد ْيِِن َعْن أَبِْيِه قَاَل َسَِ  
َا اْلبَ ْيُع َعْن تَ َراٍض )رواه ابن ماجه( َعَلْيِه َوَسلِّمْ                                                                 ِإَّنم
 
“Dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahnya berkata: Saya mendengar 
Abu Aaid al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: 





Dalam hal ini sudah terbukti ketika pembeli sudah percaya, maka ketika 
ingin membeli singkong tersebut biasanya melalui telpon karena kepercayaan 
pembeli terhadap penjual.  
Akan tetapi ketika transaksi jual beli telah disepakati antara kedua belah 
pihak yaitu penjual atau petani dengan pembeli. Akan tetapi ketika singkong 
tersebut tidak dalam keadaan yang bagus, sehingga hal itu membuat pembeli 
merasa kecewa dan kurang puas dengan singkong yang penjual kirimkan untuk 
pembeli, maka dari itu pembeli tidak ingin untuk membeli singkong tersebut 
dengan harga yang telah disepakati yaitu Rp 3.000/kg akan tetapi pembeli akan 
membeli singkong tersebut dengan harga Rp 1.500/kg. Karena menurut 
pembeli jika singkong tersebut dijual dengan sesuai harga yang disepakati 
diawal maka pembeli merasakan rugi, karena singkong tersebut tidak sama 
dengan singkong yang pertama kali petani perlihatkan kepada pembeli. 
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Hal itu menyebabkan penjual tidak mau, karena menurut penjual harga 
yang telah disepakati pertama itu adalah harga yang pas untuk dirinya, karena 
meskipun hanya singkong akan tetapi hal itu harus dikerjakan secara teliti dan 
secara baik, dari mulai mencangkul tanahnya agar singkong itu bertumbuh 




Dalam transaksi jual beli ini, tidak semuanya pembeli singkong tersebut 
melakukan jual beli dengan sistem rafaksi, dari semua orang yang sudah 
membeli singkong dari petani yang ada di Desa Tembong Raja ada juga yang 
tidak menggunakan sistem rafaksi tersebut. 
Dari sistem yang dipakai oleh pembeli dengan memotong harga secara 
sepihak atau yang biasa disebut dengan rafaksi mempunyai dampak terhadap 
penjual sebagai pemasok singkong kepada pembeli, yaitu: 
1. Berkurangnya kepercayaan penjual terhadap pembeli. Karena dalam 
tranasksi ini pembeli selalu menggunakan rafaksi jika singkong tersebut 
dalam keadaan yang kurang bagus dan tanpa adanya kesepakatan dengan 
penjual. sehingga hal ini merugikan pembeli. 
2. Sistem rafaksi ini bisa dilakukan oleh pembeli terhadap jual beli ini dengan 
catatan bahwa pembeli sudah terlebih dahulu menjelaskan kepada petani 
atau penjual pengertian dari sistem rafaksi ini, dan ketika petani atau 
penjual sudah mengiyakan atau merelakan sistem jual beli ini menggunakan 
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sistem rafaksi maka jual beli tersebut sah dilakukan oleh kedua belah pihak, 
karena sudah terdapat kerelaan dari kedua belah pihak. 
Rafaksi ini boleh dilakukan oleh kedua belah pihak akan tetapi dengan 
adanya kerelaan dari kedua belah pihak dan tanah yang dijadikan perkebunan 
singkong tersebut mutlak milik penjual tanpa adaanya sewa menyewa dengan 
orang lain. 
Setelah data yang saya peroleh dari lapangan, tidak semua pembeli atau 
bakul yang melakukan sistem rafaksi ini. Sistem rafaksi ini ketika melakukan 
transaksi jual beli, pembeli menggunakan sistem rafaksi ketik barang yang 
pembeli inginkan atau barang yang pembeli harapkan tidak sesuai dengan 
harapan, singkong yang dikirimkan petani terhadap pembeli juga kualitas nya 
kurang baik, tidak seperti singkong yang petani perlihatkan ketika pembeli 
yang sedang melakukan survey ketempat atau kekebun singkong tersebut. 
Ketika pembeli merasa kurang puas dengan singkong tersebut maka 
harga singkong tersebut tiak akan sesuai dengan kesepakatan yang ada, jaddi 
ketika kesepakatan harga yaitu Rp 3.000,- per kg maka pembeli akan 
menurunkan harga beli singkong tersebut dengan harga Rp 1.500,- kg. dan hal 
ini tanpa adanya tawar menawar lagi dengan penjual singkong tersebut. 
Hal ini sudah termasuk sudah melanggar dari rukun-rukun jual beli yaitu 
kerelaan kedua belah pihak, yang mana pembeli rela membeli singkong 
tersebut dengan harga Rp 1.500/kg akan tetapi penjual tidak rela dengan 
menjual singkong tersebut dengan harga Rp 1.500/kg yang harus nya dibeli 
dengan harga Rp 3.000/kg maka dari itu transaksi jual beli ini telah merugikan 
 
 
salah satu pihak. Hal ini sering terjadi diantara penjualan singkong di Desa 
Tembong Raja tersebut, maka dari itu warga merasakan ditipu oleh pembeli 
karena telah membeli singkong dengan harga yang tidak sesuai dengan 
kesepakatan awal. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti akan melakukan 
penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pengenaan Rafaksi 
Singkong Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli di Desa 
Tembong Raja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes). 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana proses terjadinya pengenaan rafaksi secara sepihak oleh pembeli 
dalam jual beli singkong di Desa Tembong Raja Kecamatan Salem 
Kabupaten Brebes. 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengenaan rafaksi secara 
sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong di Desa Tembong Raja 
kecamatan Salem Kabupaten Brebes. 
 
C. Tujuan Penelitian. 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui proses pengenaan rafaksi secara sepihak oleh pembeli 




2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap perngenaan rafaksi secara 
sepihak oleh pembeli singkong di Desa Tembong Raja Kecamatan Salem 
Kabupaten Brebes. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Bagi Peneliti 
Dapat dijadikan salah satu sarana untuk dapat mengetahui kepastian 
Hukum Islam tentang praktek jual beli yang ada di Desa Tembong Raja 
Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. 
2. Bagi Pelaku Jual Beli Singkong 
Peneliti ini dapat menjadi cermin bagi pihak yang melakukan jual beli 
untuk lebih saling terbuka, sehingga keutungan bisa dinikmati oleh kedua 
belah pihak bukan hanya pihak yang satu saja yang bisa menikmati 
keuntungan dari jual beli ini dan merugikan pihak yang lainnya. Karena 
dalam jual beli itu sudah jelas bahwa kedua belah pihak harus sepakat tanpa 
adanya salah  satu yang merasa rugi dan ditipu. 
3. Bagi Peneliti Yang Lain. 
Penelitian ini bisa dijadikan referensi atau bahan acuan untuk peneliti 
yang akan datang, yang akan membahas atau menguraikan materi tentang 







E. Kajian Pustaka 
Dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan menguraikan serangkaian 
telaah pustaka dari penelitian terlebih dahulu yang mendukung dan 
berhubungan dengan permasalaahan-permasalahan yang berkaitan dengan jual 
beli. 
Khabib Bashori dalam bukunya Muamalah, menyebutkan bahwasannya 
dasar hukum jual beli itu terdapat dalam Al-Qur‟an Q.S al-Baqaroh: 275 dan 
Q.S an-Nisa: 29, dan menjelaskan bahwa jual beli itu terdiri dari: jual beli 
barang yang diiharamkan, jual beli barang yang belum dimiliki secara penuh, 
jual beli gharar, jual beli ijon, jual inah atau jual beli yang mengatur unsur 




Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Garis-Garis Besar Fiqh, 
menyebutkan bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah 
disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya, hukumnya yaitu boleh (جواز)  atau 
(اإلباحة) . Kebolehan nya ini dapat ditemukan dalam al-Qur‟an yaitu, QS al-
Baqarah ayat 275, dan dalam hadits Nabi adalah yang berasal dari Rufa‟ah bin 
Rafi‟ menurut riwayat al-Bazar yang sahkan oleh al-Hakim.
17
 Dalam hadits 
Nabi tersebut dimasukkan jual-beli itu ke dalam usaha yang lebih baik dengan 
adanya catatan “mabrur” yang dalam umum artinya suka sama suka dan bebas 
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Sedangkan Abdul Rahman Ghazaly dkk dalam bukunya yaang berjudul 
Fiqh Muamalat, ketika penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli 
hendaknya berlaku jujur, berterus terang, dan mengatakan yang sebenarnya, 
jangan berdusta, dan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta itu 
menghilangkan keberkahan dalam jual beli. Jual beli yang dilarang itu terbagi 
menjadi  dua: yang pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah 
(batal), jual beli terlarang ini karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Dan 
yang kedua, jual beli yang hukumnya sah akan tetapi dilarang, yaitu jual beli 
yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang 
menghalangi kebolehan proses jual beli.
19
  
Pertama, skripsi ini disusun oleh Noviarti Wijaya Mahasiswa Jurusan 
Muamalah Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta dengan judul skripsi “Praktik jual beli tembakau di Desa 
Tambakrejo Dalam Perspektif Hukum Islam”, jika dilihat dari tata cara jual 
belinya sudah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dengan kedua belah 
pihak. Ijab qabul yang digunakan yakni dengan menggunakan akad lisan. Hal 
tersebut dilihat ketika pihak pembeli melakukan transaksi jual beli cukup 
menggunakan akad secara lisan, karena pada dasarnya mereka menjunjung 
tinggi asas kekeluargaan dan saling percaya, dengan demikian kedua belah 
pihak sudah ada kata sepakat. Apabila dilihat dari penyerahan pembayaran 
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yang dilakukan dengan penundaan, tidak menjadi masalah. Namun kadang 
pengenaan pembayaran yang dilakukan secara sepihak yang mengakibatkan 
fatal.  
Kedua, skripsi ini disusun oleh Siti Habsoh Mahasiswa Fakultas syariah 
Angkatan 2013 dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik 
Pengenaan Harga Jual Beli Besi Tua dan Gram Besi (Studi Kasus Pada Pabrik 
Peleburan Besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara)” di dalamnya 
membahas tentang pengenaan harga jual beli besi tua dan gram besi, dan 
hukum pengenaan harga jual beli tersebut adalah batal, sebab masing-masing 
pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan yakni hak atas barang 
bagi pembeli dan hak atas harga sebagai nilai, karena pada saat akad tidak 
dijelaskan bahwasannya ada pengenaan harga jika pembayaran dilakukan 
seketika itu juga. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, hal ini untuk memudahkan 
pembaca, sehingga mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam 
pembahasan. Sistematika pembahasan sebagai berikut: 
Bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan 
sistematika penulisan. 
Bab II merupakan landasan teori yang membahas tentang tinjauan konsep 
umum mengenai pengertian rafaksi singkong, jual beli menurut hukum Islam, 
yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual 
 
 
beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dan macam-macam 
khiyar dalam jual beli. 
Bab III memuat uraian mengenai metode penelitian, subyek dan obyek 
penelitian, teknik pengumpulan  dataa dan metode analisis data. 
Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas 
tentang gambaran umum Desa Tembong Raja Kecamatan Salem Kabupaten 
Brebes, memuat uraian data dan analisis data tentang praktik pengenaan rafaksi 
singkong secara sepihak oleh pembeli terhadap jual beli singkong di Desa 
Tembong Raja Kecamatan Salem Kabupaten Brebes dan bagaimana tinjauan 
hukum islam terhadap pengenaan rafaksi singkong secara sepihak oleh pembeli 
di Desa Tembong Raja Kecamataan Salem Kabupaten Brebes. 
Bab V  merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang 







Dalam transaksi jual beli yang sering terjadi di Desa Tembong Raja 
pembeli melakukan pengenaan rafaksi secara sepihak tanpa adanya dasar dan 
ketentuan yang berlaku mengenai rafaksi yang dilakukan pembeli tersebut dan 
tanpa adanya penjelasan yang dilakukan pembeli terhadap petani. Akad jual 
beli singkong yang dilaksanakan di Desa Tembong Raja Kecamatan Salem 
Kabupaten Brebes dilakukan secara lisan. Proses jual beli singkong yang 
dilakukan antara penjual dan pembeli yang ada di Desa Tembong Raja 
Kecamatan Salem Kabupaten Brebes itu sah dilakukan dan dalam transaksi jual 
beli ini juga telah mengikuti sesuai dengan hukum Islam, karena sebelum 
transaksi tersebut dilakukan akan tetapi kedua belah pihak terlebih dahulu 
melakukan kesepakatan harga terhadap barang yang akan dijadikan obyek jual 
beli tersebut. Akan tetapi karena dalam jual beli singkong tersebut terdapat 
pengenaan rafaksi maka hal inilah yang mengakibatkan akad menjadi tidak sah 
dalam jual beli tersebut, karena pengenaan rafaksi yang dilakukan tersebut 
merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut. 
Apabila dari tinjauan hukum Islam jual beli singkong tidak adanya 
sistem pengenaan rafaksi terhadap jual beli tersebut maka jual beli ini 
dibolehkan (halal). Namun dalam prakteknya jual beli singkong ini selalu 
terdapat sistem pengenaan rafaksi yang dilakukan oleh pembeli terhadap 
penjual atau petani singkong tersebut, maka hukum jual beli tersebut menjadi 
 
 
haram karena hal ini akan merugikan salah satu pihak yang melakukan 
transaksi jual beli tersebut, karena jual beli dengan menggunakan sistem 
pengenaan rafaksi ini juga membawa dampak yang kurang baik antara penjual 
dan pembeli singkong tersebut. Dan hal inilah yang akan membawa dampak 
berkurangnya kepercayaan dari pihak penjual atau petani kepada pihak pembeli 
singkong tersebut.  
 
B. Saran-Saran 
1. Kepada para pelaku (penjual dan pembeli) hendaknya mengetahui masalah 
hukum ekonomi syariah terutama teori tentaang jual beli agar memiliki 
pengetahuan dan landasan yang benar terhadap praktik jual beli singkong 
dengan sistem pengenaan rafaksi singkong secara sepihak oleh pembeli 
karena hal jual beli yang seperti ini tidak akan mendapatkan pahala, 
sehingga hal ini seharusnya dijauhi agar hal-hal yang dilarang oleh Allah 
SWT dapat kita hindari. bukan hanya buruk dimata Allah akan tetapi hal ini 
pula yang akan menjadi awal pertikaian sesama manusia.  
2. Untuk pembeli singkong sebaiknya dalam transaksi jual beli yang dilakukan 
di Desa Tembong Raja tersebut tidak perlu menggunakan sistem pengenaan 
rafaksi dalam jual beli tersebut karena hal ini akan merugikan salah satu 
pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut. 
3. Untuk para penjual alangkah baiknya jika dalam transaksi ini menggunakan 
perjanjian tertulis, antara kedua belah pihak karena hal ini akan menghindari 
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